
BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENE"TAPAN RINCIAN DANA DESA DI
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 20 I5

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

Mengingat

bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari AnggaJan Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturar Bupati
tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapar Rincian Dana
Desa Di Kabupaten Luwu Timur Tahun AnggalaJr 2015;

l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Propinsi Sulau,'esi Selatan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
127O]l;

2. Undang-Undang Nomor 6 Taiun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomoi
7, Tambahan Lemba,ran Nega,ra Republik Indonesia Nomor
s 195);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerr*t (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembamn
Nega,ra Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (I,€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tarnbalar kmba.ran Nega-ra
Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari An€Gia-ran Pendapatan dan
Belanja Negara {Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Nega-ra
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengar Peraturan Pemedntah Nomor 22 Tahun
20l5 (Lrmbaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2015<D
Nomor 88, TamUalan tcmlraran Negara Republik I





Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 201.1
tentang Pengelolaan Keuangan llesa (Berita Nega.ra
Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 2093);

7. Peraturan Daerah l(abupaten Luwu Timur Nomor 13
Tahun 2014 tentang Angga,ran Pendapatan darl Belanja
Daerah Kabupaten Lu&u Timur Tahun Angga-ran 2015
(l,embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
Nomor 13);

8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 68 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belarja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015
(Lemba-ran daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
Nomor 68);

9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Talun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O14 Nomor 1li;

MEMUTUSKAN:

MenetapKal : PERATURAN BUPATI TE,NTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINC1AN DANA DESA DI KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 20 I5.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yarlg dimal<sud dengan :

1. Pcmerinta-han Daerah adalah penyelengga,raar urusan pemerintaha_n
oleh pemerintah daerai dan dewan perwakilar ralqrat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dar prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia
sebagajmara dimaksud da.lam Undang-Undang Dasar Negara Republik
lndonesia Tahun .1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusar
pemerintahan yang menjadi kewenangar daerah ofonom.

3. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur
4. Bupati adala} Bupati Luwu Timur.
5. Desa adalah Desa darr Desa adat yang sela-njutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yalg
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyaratat setempat berdasarkan prakarsa masyara-kat,
hak asal usul, dan/atau hak tmdisional yang diakui da]l dihormati
dalam sistem pemerintahan Nega-ra Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalarn sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintai Desa adalah Kepala Desa )'ang dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggarr.r Pemerint€rh.u Desa.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu

qtTilnur
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9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat
APBDesa adalah suatu rencana keuangan tahunar desa yang
ditetapkan berdasarkan Peraturar Desa tentang Anggaran Pendapatan
dar Belanja Desa.

10. Bendahal-a Desa ada.lah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa
untuk menerima, menyimpar, menyetorkan, menatausahakan,
membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam
rangka pelaksanaan APBDesa.

11. DanaDesa adalah dana yang bersumber dari argga-ran F,€ndapatan
dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunari, pembinaan kemasya-mlatan, dan
pemberdayaa:r masyarakat.

12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangal yang diterima kabupaten/kota dalam Angga.ran
Pendapatal dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut ApB
Desa adalal rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

14. Rekening Kas Umum Daerah yalrg selanjutnya disingkat RKUD, adala!
rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dal membavar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening
penyimpanan uang desa yang ditentukar oleh Kepala Desa untulimenampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruhpengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

16. Sisa lebih perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLpA,adaiah selisish lebih realisaii p.r,..i-io d; -p;il.Ir;." 
zrnggaranselama satu periode arggaran

17. Keputusan Kepala Desa. adalah keputusan Kepala Desa yangberkedudukan hukum di ou*rr, p.ruiir.ri" o."i'tl[,a, mengaturdalam pelaksanaan peraturan desa.
18. Badan adalah Badan vans membidargi pemberdayaan l\,lasla,rakar danPemerintahan Desa Ka'bup"aten Luwu Timur_
19. Dinas adalalr Dinas va

x.u angao oa,,' asl;' il,#Xer,[:r[i]orfl f; 
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BAB II
DANA DESA

[1t#"U-,i]:$6;""-m:iiffiix.iq*xHi:"$*L?ff
;*HX?,,*H,|ffi ?1'vansmerupakan;"s;f; ;;'"il&'terpisahkan





b. 1O?i, (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada hurufa dari total
besaran pagu Dana Desa dari Pemerintah dibagi secara merata untuk
setiap desa dengan cara :

W = (O,25 * zr) + (O,35 * z2l + lO,lO * ?,31 + lO,3O * Z4l
Keterangan:
W = Dana Desa setiap Desa
Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

kabupaten/kota -vang bersangkutan
22 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total

penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkuti l
Z3 = rasio luas wilayai Desa setiap terhadap luas wilayah Desa

kabupaten/kota yang bersangku tan
7A = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota

yang bersangkutan

c. Data jumlall penduduk, angka kemiskinan, Iuas wilayah, sebagaimara
dimaksud pada ayat (l) huruf a bersumber dari kementerian yang
benvenang dan/atau lembaga 1,arg menyelenggaratan urllsan
pemerintahan di bidang statistik.

Pasal .1

Indeks tingkat kesulitan geogralis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan.

Pasal 5
(l) Penvaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari

Rekening Kas Umum Daerair ke Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Dacrah ke Rekening Kas
Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Deina
Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah

(31 Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
a. tahap I pada bulan April sebesar 4O7o (empat puluh perseratus);
b.tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% {empat puluh perseratus);

dEu-r

c. tahap III pada bulan Oktober sebesa-r 2O7" (dua puluh perseratus).

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa
menyamPaikan:
a. ABDesa paling larnbat bulan Maret;dan
b. laporar realisasi peoggunaan Dana Desa semester sebelumnya

{5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa
menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semcster l.

(6) zuncian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun diangga-rkan dalam
APBDesa.

(7) Rekomendasi penyaluran Dana Desa disampaikar oleh Kepala Badan
kepada Bupati melalui Kepala Dinas berupa daftar nominal besaran
Dana Desa yang akar dicairkan dan rekening setiap desa yang telah
memenuhi persya,ratan untuk disalurkan.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunaa dan
pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

( 1 ) pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi :

a, pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes

b. pengelolaan dan pembinaan Powandu: dar Q





c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
{2) pembangunan sarana dan prasarana Desa yang meliputi :

a. mendukung kedaulatar parlgem;
b, mendukung kedaularan energi;
c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan;
d. mendukung pariwisata da! industry;
e. pembangunan dan pemeliharaan ialan Desa;
f. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani:
g. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
h, pembargunan energi bar-u dan terbarukart;
i. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungani
j. pembangunan dan pengelolaat a.ir bersih berskala Desa;
k. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
l. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk

budidaya perikanan; dan
m. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa

(3) pengembangar potensi ekonomi laki, yang meliputi :

a. pendirial dan pengembangan BUM Desa;
b. pembangunarL dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
d. pembangunan darl pengelolaar keramba jaring apung dan bagan ikan;
e. pembangunan da,n pengelolaan lumbung pangan Desa;
f. pembuatan pupuk dan palan organik untuk pertanian dan perikanan;
g. pengembangan benih lokal;
h. pengembangan ternat secara kolektif;
i. pembangunan dan pengelolaal energi mandiri;
j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
k. pengelolaan padang gembala;
l. pengembangan Desa wisata; dan
m. pengembangan teknologi tepat guna pengolaian hasil pertanian dan

pedkanan.
(4) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

yang meliputi :

a. komoditas tambang mineral bukem logam, antara lain : zircon, kaolin,
zeolit, bentonit, silika (pasir kuarsa), kalsit (batu kapur/gamping),
feldspar dan intan;

b. komoditas tambang batuan, antara lain : onik, opal, giok, agat, topas,
perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijalfg lcherll,
jasper, krisopras, garnet dan potensi komoditas tambang batuan
lainnya;

c. rumput laut;
d. hutan milik Desa; dan
e. pengelolaan sampah.

(5) peningkatan kualitas proses perencanaan Desa
(6) mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh RUM Desa

maupun oleh kelompok usaha masyaral<at Desa lainnya.
(7) pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa,

(8) pengorganisasiai melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
memberikan bantual hukum kepada warga masva.rakat Desa.,'i-

Yl





(9) penyelenggaraan promosi kesehatar dan gerakan hidup bersih dan
sehat.

(1o)dukungan terhadap kegiatan desa dan masyaral<at pengelolaan Hutan
Desa dan Hutan Kemasya_rakatan; dan

(1 1)peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui :

a. kelompok usaha ekonomi produktiq
b, kelompok perernpuan;
c. kelompok mni;
d. kelompok masvarakal miskin:
e. kelompok nelayan;
f. kelompok pengrajin;
g. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
h. kelompok pemuda; dal
i. kelompok lain sesuai kondisi Dcsa

Pasal 7
Pengelolaan keua-ngan desa dikelola sesuai dengan ketcntuar perundang
undalgal dalam masa 1 {satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari
sampai dengar tanggal 31 Desember.

Pasal 8
(1) Setiap Pengeluaraa belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan

bukti yang lengkap dan sah.
(2) Bukti sebagaimana dimaJ<sud pada ayat (1J harus mendapat pengesahan

oleh Sekreta-ris Desa atas kebenaran material yang timbul da,ri
penggunaan bukti dima]{sud.

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan peraturan d€sa tentang APBDesa
ditetapkan menjadi peraturan desa.

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dar pajal<
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dal pajak
ya,rg dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat

menyampaikan laporan realisasi penggunaar Dana Desa semester I dan
semester II kepada Bupati.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan
a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun

anggaran berjalan;
b. Semester u paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun

anggaran berikutnya
Pasal 10

(1) Bupati menunda penyalurar Dana Desa da]am hal kepala desa tidak
menlrampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan
semester sebelumnya.

(2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan
disampaikannya APBDesa dar/atau laporajr rcalisasi pcnggunazu.t

semester sebelumnya.
(3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan

penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
(4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat {3),

berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% itiga puluh per seratus) dari 9t





Dana Desa yang diterima Dcsa
(5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana

dimatsud pada ayat + tida-k nendapatk€m persetujuan dari Bupati
(61 Pengurangar Dana Desa dilaporkaa oleh Bupati kepada Menteri

Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbanga-n Keuangan
Kementerian Keuangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1 I
Peraturan Bupati ini mulai berlalu pada tanggal diundangkan.
Aga-r setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya da.lam Berita Daerah Kabupaten Luv/u
Timur.

E
Ditetapkan di Malili
pada tanggat, 29 April 2015
IJU TI LUWU TIMUR,
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Diundangkan di Malili
pada tanggal, 29 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHzu SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2OI5 NOMOR TZ
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DAFTAR RINCIAN DANA DESA DALAM I,VILAYAH KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2OI5
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

273,236,OOO
TOKALIMBO 269,624,OOO
BA]IUGA 092,OOO

277,273,OOO

1c)

No Kecamatan

l MANGKUTANA

Nama Desa Dana Desa

MAI,EKU 294,317 ,OOO
2 MANGKUTANA WONORLJO 271,947 ,OOO

MANGKUTANA 279,aO3,OOO
4 MANGKUTANA .IE ROMU 275,O 1 1,OOO

5
6

MANGKUTANA
MANGKTJTANA

MANGGAI,A
KASINTLIWU

27 4,386,000
287 ,729,OOO

7 MANGKUTANA BALAI KEMBANG 277,at6,OOO
8 MANGKUTANA PANCA KARSA 272,531,OOO
9 MANGKUTANA SINDU AGUNG 269,908,000

MANGKUTANA
MANGKUTANA

WONOREJO TIMUR
KORONCIA

270,502,OOO
268,493,000

1), NUHA NUHA 263,624,OOO
27 6,902,OOONUHA NEKKEL

l4 N UHA MAlANO 290,614,0O0
t5 SOROWAKO 292,725,OOONUHA

TOWUTI LOEHA 272,421,0001a)

TOWUTI MAHALONA 288,s53,00017
TIIVIAMPU 277 ,37I,OOO1B TOWUTI
WAWONDULA 271,505,OOO,TOWUTI

21 TOWUTI
22 TOWUTI

283,601,00023 PEhALOA
21 'r'owul r

TOWUTI

273334,OOOTOWUTI BANTILANG26
271,552,OOOMASIKU27 TOWUTI

2E 27 |,317 ,OOO
26.+,790,000

RANTE ANGiN
MATOMPI29

TOWU'I]
TOWUTI

271,264.000TOWUTI TOI,E30
266,),1l,OOOLIBUKAN MANDIRITOWUTI31
272,Ot6,OOOKALOSITOWUTI

33
34 307 ,677 0o0

BUANGIN
HAI?APAN

TOWUI'I
MALILI

264,304,000

35 MAI,II,I
279,9ta,OOOMANURUNGMALILI36
276,434,OOOWEWANG RIU37 MALILI

MALILi: ill 267,s03,000
299,137 ,OOOLAKAWAi-I

BARUGA
39 MALILi

267,741,OOOUSSUMALILI.+o

269,OO4,000

I

l

MARGOLDMBO

-f

I 10 Iirrl

to I rowur I lTuoxeen nqYa

LIOKA I 279,O83,OO0 ilzF-T-rowurr I esulr

LASKAP





11
rl5

69

85

277,AaA.OOO

273,426,OOO

299,587,000

,+1 MALILI TARABIJI 304,165,000
+2 MAL]LI BALANTANG 27 +,987,OO0
43 MALiLi iaruo 264,713,OOO

MALII,I
MALILI PONGKERU

PUNCAK INDAH
26S,398,000
2A2,410,OOO

4b MALILI PASIPASI 332,647 ,OOO
17 trIALiLt LAKAWALI PANTAI 297,835,000
48 ANG(ONA 1'AWAKUA 334,841,000
49 ANGKONA TAMPINNA
50 ANGKONA sol,o
51 ANGKONA TARIPA 298,O75,000
52 ANOKONA IvIANTADULU 283,289,000
53 ANGKONA

55
54 ANGKONA

ANGKONA
MALIWOWO
I-AMAF]TO

246,276,O00
281,436,000

56 ANGKONA WATANGPANUA 281,134,000
ANCKONA WANASARI 289,179,000

58 WOTU I,NN{PI,]NAi 307,802,O0O
59
60

WOTU
woTlt

TARENGGE
MARAMBA

273,412,OOO
270,01q,o00

61 WOTU CENDANA HIJAU 272,212,OOO
62 WOTU BAWALIPU 3t 2,291,OOO
63 WOTU I{ALAI]NA 275,267,OOO
tl+ WOTU I,ERA 284,76A,OOO
65 WOTU

WOTU
27 3,t14 ooo
2 +7 I7 6 000

KANAWATU
BAHARI

ti7
68

wo1'u
WOTU

hARAMBUA
PEPURO BARAT

27 1,A92,OOO
261,670,OOO

WOTII 274,524,OOO
70 WOTU RIN.IANI
7t WOTU TARENGGE TIMUR 272,320,OOO
72
73

wot'u
WOTU

MADANI
TABAROGE

269,7 59,OOO
27 4,913,OOO

74 BURAU RTIRALI 271,677 ,OOO

75 BURAU JALAJJA
76 BURAU LEWONU 269,629,OOO

I,AMBARESE77
78

BURAI]
BURAU I.AUWO

286,551,OO0
247,632,000

7g RI-T R A L] f]ONF.PUTE 280.078,O00
LUMBDWE 282,989,00080 BURAU

28.+,550,00081 BURAU MABONTA
BURAUa2

83 BURAU
272,725,O00
289,069,000BENTENG

RURAU BATU PUTIH 269,723,OOO8,+

BURAU LANOSI 275,825,000
LAGEGO 2A4,927 ,OOO86 BURAU

242,O25,OOO87
2rJ6,860,000tJ8

iJURAU
tsURAU

CENDANA
BURAU PANTAI

tr9 RIJR U ASANA 272,271,OOO
90 BURAU EAI,ATIRI 28,+,979,OOO

LAMBARA HARAPAN
BAYoNDo

27 4,93a,OOO
266,778,000()2 T()MONI

MULYASRI 281,817,OOO,93 'toMoNl

] soa.+oz,ooo 
I

| 29s,610,O0OItsALrREJO

I

I

loo 1

L

I saloeelo I

+

I LARO
I

I

lot I euneu
I
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5ItMPIL rtaRAr- kui],:Ll

TEJF DlPt.tlq.SA

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.SEKDA

ASISIEN !
Ko0AL^ Dagar.l

ttKREI'AB|J 9.l0AN

I

1

94 TOMONI LESl'ARI 275,585,000
9s TOMONI Ii,\LPATARU 272,361,OOO

TOMONI TADULA(O 262,513,000
97
g8 TOMONI

TOMONI BERINOIN JAYA
RANGUN JAYA

269,sa2,OOO
273,489,O00

MANDIIIl 268,648,00099 TOMONI
SUMBER ALAM 262,221,OOO100 TOMONI

270,173,OOO10i TOMONI UJUNG BARU
BANGUN KARYA

TOMONI RANTE MARIO
273,971,OOO
272,744,OOO

104 TOMONI TIMUR KERTORAHAR.IO 270,252,OOO
105 TOMONI TIMUR CENDANA ITITAM 270,a23,OOO

TOMONI TIMUR PATTENGKO107
108 TOMONI TIMUR MANUNGGAL

286,613,000
275,609,OOO

109 TOMONI TIMUR MARGOMULYO 280,089,000
110 i TOMONI TrMUR ALAM BUANA 265,8-r0,000
111 TOMONI 1]MUR CENDANA HITAM TIMUR 273,657,OOO
112 KALAENA KALAENA KIRI 270.158.O00
113 KAI.AFNA SUMBER AGUNG 271,477 ,OOO
114 KALAENA PERTASI KENCANA 268,27s,OOO
115 I{ALAENA NON BLOK 282,300,000
116 KALAENA AITGOMULYO 269,443,OOO
117 KAI,AENA SUMBER MAKMUR 270.423,OOO
118 KAI,AENA MF]KAR SARI 271,a2l,OOO
119 WASUPONDA LEDU LEDU 295,300,O00
120 WASUPONDA 296,427 ,OOO
L2t WASUPONDA

KAWATA
TABARANO 300,476,000

122 WASUPONDA WASUPONDA 279,638,OO0
t23 WASUPONDA PARUMPANAI 323,689,O00
121 WASUPONDA BALAMI]ANO 281,198,000

I toz I rouour

106 i ToMoNr rrMUR i PURWOSART I 273,57O,OOO l

I l

(T_
PARAF ]!------r'i.:: lJq'




